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WALI KOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten  Siak, Kabupaten  Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019
Nomor 7);
16. Peraturan...
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16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);

18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam
Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026
merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025 - 2029, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan
strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

Perubahan  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI PENDAHULUAN

b. BABII EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN
II TAHUN BERJALAN

c. BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
d. BABIV PENUTUP

Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

Perubahan  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat
Daerah;

b. landasan...
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KEENAM

-

landasan penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2026; dan

bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah
disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Batam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2L Agusfus 2026

WALI KOTA BATAM,




LAMPIRAN XXXII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM

NOMOR : 372 TAHUN 2026

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2026




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha
Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan
Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam Tahun 2026 memuat rumusan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Batam Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Kota
Batam Tahun 2025-2029

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan
saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap
pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang
berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan
dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut
akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi
perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus
melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam
lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian
target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui
penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2026,
semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang
berkepentingan.

Batam, 20 Agustus 2026

.Dinas Perindustrian dan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
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Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa
berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh
persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat
Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja
Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan
Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan

berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
berpedoman pada:
a. Rancangan Perubahan RKPD;
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun

berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
terdiri atas:
a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
dan

b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan

c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan
sistematika sebagai berikut:
pendahuluan;

a.
b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;

o

rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;

&

penutup.

Renja Perubahan Disperindag Kota Batam Tahun 2026 Hal : 1.2



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada
Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan
Renja Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
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Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Batam Tahun 2025 -2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun
2025 Nomor 1652);

4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 Tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam

Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2026 adalah
menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 -
2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka

ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi
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dan Misi Kepala Daerah.

2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan

anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta

Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I
1.1
2.1
3.1
4.1

BAB II

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II Tahun 2026

2.1

2.2
2.3

BAB III

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BAB IV
4.1
4.2
4.3

PENUTUP
Catatan Penting
Kaidah Pelaksanaan

Rencana Tindak Lanjut
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BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai

Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II tahun 2026
menguraikan tentang hasil evaluasi Renja Tahun 2026, selain itu juga
memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagai bahan acuan.
Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam di dasarkan pada Renstra 2025-2029 dimana
Indikator program dan target Renstra SKPD telah di sesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Batam. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan:
1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
- Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Industri Kab/Kota
2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Darah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah
Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit

surat keterangan asal)
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3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang
dan Pengawasan
5. Program Pengembangan Ekspor
- Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada
satu (1) Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan
Produk dalam Negeri
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Penyediaan Informasi Industri untuk informasi Industri untuk

IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Sampai dengan triwulan II penyerapan Anggaran Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sudah berjalan dengan baik
dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hasil
Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
2026 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagaimana tersebut

dalam table 2.1 dan Tabel 2.2 :
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja
Program

Target Program dan Kegiatan (Renja

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan

Tingkat Capaian

Kode dan (Outcome)/Kegiatan q Realisasi Target
Program/Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan R D 2820 s.iltix;l;rtl:;:iinzl(l)z(z)d Renstra (%)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3|30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

3|30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

3|30 PROGRAM PENUNJANG | Indeks Pelayanan 0 o o
URUSAN Kesekretariatan PD 92,82% 46,41% >0,00%
PEMERINTAHAN Nilai Sakip Disperindag
DAERAH 73,73% 0,00% 0,00%
KABUPATEN/KOTA

31|30 2.01 Perencanaan, Persentase dokumen
Penganggaran, dan perencanaan,
Evaluasi Kinerja penganggaran, dan 0
Perangkat Daerah evaluasi yang tersusun 100 0 0,00%

sesuai dengan tahapan
dan waktu

3130 2.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen .

Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 4 0 0,00%

Renja Perubahan Disperindag Kota Batam Tahun 2026

Hal : 11-3 |




Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

L LR L Program Target Program dan Kegiatan (Renja | Program dan Kegiatan Tingkat Capaian
Kode dan (Outcome)/Kegiatan P kat) D. h Tah 2026 d Triwulan II (s.d Realisasi Target
Program/Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan erangkat) Daerah Tahun ( ) s/ Jawuan (s- Renstra (%)
g g P &l Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
Daerah Daerah
3130 2.01 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat 2 0 0,00%
Daerah
Nilai Sakip Disperindag 73,73% 0,00% 0,00%
3130 2.01 Perencanaan, Persentase dokumen
Penganggaran, dan perencanaan,
Evaluasi Kineri
valuasi Kinerja penganggaran, dan 100 0 0,00%
Perangkat Daerah evaluasi yang tersusun
sesuai dengan tahapan
dan waktu
3130 2.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 4 0 0,00%
Daerah Daerah
3130 2.01 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat 2 0 0,00%
Daerah
3|30 2.02 2.02 Administrasi Keuangan Persentase pegawai
Perangkat Daerah yang menerima layanan 100 100 100,00%
administrasi keuangan
3130 2.02 1 2.02 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 99 99 100,00%
Tunjangan ASN
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

Pemerintahan Daerah Program q Target Program dan Kegiatan (Renja | Program dan Kegiatan Tingl.{at .Capaian
L dan. (Outcome)/Kegla.tan Perangkat) Daerah Tahun (2026) s/d Triwulan II (s.d et
Program/Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan 3 Renstra (%)
g e Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
3130 2.02 2.02 Penyediaan Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi 1 1 100,00%
Pelaksanaan Tugas ASN
31|30 2.06 2.06 Administrasi Umum Persentase Pemenuhan
Perangkat Daerah Pelayanan Umum 100 50 50,00%
Perkantoran
3130 2.06 2.06 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen
Instalasi Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1 1 100,00%
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
3130 2.06 2.06 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor | dan Perlengkapan 1 1 100,00%
Kantor yang Disediakan
3130 2.06 2.06 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor Logistik Kantor yang 1 1 100,00%
Disediakan
3130 2.06 2.06 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Cetakan dan 1 0 0,00%
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
3130 2.06 2.06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan 2 2 100,00%
Perundang-undangan Perundang-Undangan
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja
Program

Target Program dan Kegiatan (Renja

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan

Tingkat Capaian

Kode dan (Outcome)/Kegiatan a Realisasi Target
Program/Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan Perangkat) Daerah Tahun (2026) ségl;l;rtl;w;;:nzlééz.)d Renstra (%)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
yang Disediakan
3130 206 |9 2.06 Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat
2 1 9
Konsultasi SKPD Koordinasi dan 0 >,00%
Konsultasi SKPD
31|30 2.07 2.07 Pengadaan Barang Milik | Persentase realisasi
Daerah Penun!ang pengadaan b?rang milik 100 41,92 41,92%
Urusan Pemerintah daerah sesuai rencana
Daerah kebutuhan
3130 2.07 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau
1 1 100,009
Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas /00%
Jabatan yang Disediakan
3130 2.07 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau 0
Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas 1 1 100,00%
Jabatan yang Disediakan
3130 2.07 5 2.07 Pengadaan Mebel Jumlah. Paket Mebel 6 1 16,67%
yang Disediakan
3130 207 |6 2.07 Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang 11 1 9,09%
Disediakan
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

L LR L Program Target Program dan Kegiatan (Renja | Program dan Kegiatan Tingkat Capaian
Kode dan (Outcome)/Kegiatan P kat) D. h Tah 2026 d Triwulan II (s.d Realisasi Target
Program/Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan erang R ] ) s/ .nwu 0 (L Renstra (%)
g g P &l Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
3|30 2.08 1 |2.08 Penyediaan Jasa Persentase Realisasi
Penun{ang Urusan penyeqlaan jasa . 100 50 50,00%
Pemerintahan Daerah penunjang sesuai
perencanaan
3130 2.08 |4/ 1 |2.08 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa 12 6 50,00%
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
3130 2.09 1 |2.09 Pemeliharaan Barang Persentase Barang milik
Milik Daerah P'enunjang Daerah yang 'dlpel|hara 100 66,67 66,67%
Urusan Pemerintahan dan berfungsi dengan
Daerah baik
3130 209 |1/1 |2.09 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak | Kendaraan Dinas
o 1 1 100,00%
Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara °
Dinas atau Kendaraan dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
3130 2.09 21 | 2.09 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau
Perru?llharaan, Pajak dan Lz?pal?gan yang 6 6 100,00%
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan
Lapangan Perizinannya
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

L LR L Program Target Program dan Kegiatan (Renja | Program dan Kegiatan Tingkat Capaian
Kode dan (Outcome)/Kegiatan Pg kag D hT gh 026 J %T iwul IIg d Realisasi Target
Program/Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan erangkat) Daerah Tahun (2026) s/ Jawuan (s- Renstra (%)
g g P &l Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
3130 2.09 6 2.09 Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 72 0 0,00%
Dipelihara
3|30 PROGRAM PERIZINAN Persentase Izin Usaha
DAN PENDAFTARAN Perdagangan yang 100,00% 20,00% H#REF!
PERUSAHAAN Difasilitasi
3130 2.02 Penerbitan Tanda Daftar | Persentase Fasilitasi Izin .
Gudang TDG yang diterbitkan 100%
3130 2.02 Fasilitasi Penerbitan Jumlah Dokumen Tanda
Tanda Daftar Gudang Daftar Gudang 10
3130 2.02 Penerbitan Tanda Daftar | Persentase Fasilitasi Izin .
Gudang TDG yang diterbitkan 100%
3130 2.02 Fasilitasi Penerbitan Jumlah Dokumen Tanda
Tanda Daftar Gudang Daftar Gudang 10
3|30 2.05 2.05 Penerbitan Surat Izin Persentase Izin Usaha
Usaha Perdagangan Perdagangan Mikol yang
Minuman Beralkohol difasilitasi
Golongan B dan C untuk 100%
Pengecer dan Penjual
Langsung Minum di
Tempat
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

Pemerintahan Daerah Program q Target Program dan Kegiatan (Renja | Program dan Kegiatan Tingl.{at .Capaian
L dan. (Outcome)/Kegla.tan Perangkat) Daerah Tahun (2026) s/d Triwulan II (s.d et
Program/Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan 3 Renstra (%)
g e Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
3130 2.05 Fasilitasi Penerbitan Jumlah Surat Izin Usaha
Surat Izin Usaha Perdagangan untuk
Perdagangan Minuman Pengecer dan Penjual
Beralkohol Golongan B Langsung Minuman
danC Beralkohol Golongan B 10
dan C yang Diterbitkan
Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
31|30 2.05 Fasilitasi Penerbitan Jumlah Surat Izin Usaha
Surat Izin Usaha Perdagangan untuk
Perdagangan Minuman Pengecer dan Penjual
Beralkohol Golongan B Langsung Minuman
danC Beralkohol Golongan B 10
dan C yang Diterbitkan
Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
3|30 2.07 2.07 Penerbitan Surat Persentase penerbitan
Keterangan Asal (bagi SKA yang tepat waktu
Daerah Kabupaten/Kota 100%
yang Telah Ditetapkan
sebagai Instansi Penerbit
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

L LR L Program Target Program dan Kegiatan (Renja | Program dan Kegiatan Tingkat Capaian
Kode dan (Outcome)/Kegiatan P kat) D. h Tah 2026 d Triwulan II (s.d Realisasi Target
Program/Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan erangkat) Daerah Tahun ( ) s/ Jawuan (s- Renstra (%)
g g P &l Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100

Surat Keterangan Asal)

3130 2.07 1 2.07 Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat 9500
Penerbitan SKA Keterangan Asal

3|30 PROGRAM Persentase Sarana
PENINGKATAN SARANA | Distribusi Perdagangan 0 o o
DISTRIBUSI yang di tingkatkan 21,15% 19,20% 90,78%
PERDAGANGAN kualitasnya

3130 2.01 2.01 Pembangunan dan Persentase Peningkatan
P(.eng.elolz.ﬁan Sarana Sarana Distribusi 30,00 16,78 55 93%
Distribusi Perdagangan Perdagangan yang

terfasilitasi

3130 2.01 2 2.01 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Fasilitasi
Sarana Distribusi Pengelolaan Sarana 7 7 100,00%
Perdagangan Distribusi Perdagangan

3130 2.02 2.02 Pembinaan Terhadap Persentase Pengelola
Pengelola Sarana Pasar yang dilakukan
Distribusi Perdagangan Pembinaan 17,78 0 0,00%
Masyarakat di Wilayah
Kerjanya
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

Pemerintahan Daerah Program q Target Program dan Kegiatan (Renja | Program dan Kegiatan Tingl.{at .Capaian
L dan. (Outcome)/Kegla.tan Perangkat) Daerah Tahun (2026) s/d Triwulan II (s.d et
Program/Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan 3 Renstra (%)
g e Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
3130 2.02 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian Pengelola | Pembinaan dan
Sarana Distribusi Pengendalian kepada 1 0 0,00%
Perdagangan Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
3|30 PROGRAM STABILISASI Persentase Stabilitas
HARGA BARANG Harga Barang o
KEBUTUHAN POKOK Kebutuhan Pokok dan 76,67 703 91,69%
DAN BARANG PENTING Barang Penting
3130 2.02 Pengendalian Harga, dan | Koefisien variasi harga
Stok Barang Kebutuhan antar waktu
Pokok dan Barang perkomoditas bahan <5 <5 100,00%
Penting di Tingkat Pasar | pokok
Kabupaten/Kota
3130 2.02 Pelaksanaan Operasi Jumlah Laporan
Pasar Reguler dan Pasar | Pelaksanaan Operasi
Khusus yang Berdampak | Pasar Reguler dan Pasar 5 0 0,00%
dalam 1 (Satu) Khusus yang Berdampak
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
3130 2.02 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian Pengelola Pembinaan dan
Sarana Distribusi Pengendalian kepada 1 0 0,00%
Perdagangan Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

Pemerintahan Daerah Program 3 Target Program dan Kegiatan (Renja | Program dan Kegiatan Ting!{at .Capaian
L dan. (Outcome)/Kegla.tan Perangkat) Daerah Tahun (2026) s/d Triwulan II (s.d et
Program /Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan 3 Renstra (%)
g e Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100

3|30 PROGRAM STABILISASI Persentase Stabilitas
HARGA BARANG Harga Barang
KEBUTUHAN POKOK Kebutuhan Pokok dan 76,67 703 91,69%
DAN BARANG PENTING Barang Penting

3130 2.02 Pengendalian Harga, dan | Koefisien variasi harga
Stok Barang Kebutuhan antar waktu
Pokok dan Barang perkomoditas bahan <5 <5 100,00%
Penting di Tingkat Pasar | pokok
Kabupaten/Kota

3130 2.02 Pelaksanaan Operasi Jumlah Laporan
Pasar Reguler dan Pasar | Pelaksanaan Operasi
Khusus yang Berdampak | Pasar Reguler dan Pasar ) 0 0,00%
dalam 1 (Satu) Khusus yang Berdampak
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)

Kabupaten/Kota

3|30 PROGRAM Nilai ekspor
PENGEMBANGAN 1100 148 13,45%
EKSPOR

3|30 2.01 2.01 Penyelenggaraan Persentase Pelaku
Promosi Dagang Melalui | Usaha berorientasi
Pameran Dagang dan ekspor yang di
Misi Dagang bagi Produk | Promosikan 100 100 100,00%
Ekspor Unggulan yang
Terdapat pada 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

L LR L Program Target Program dan Kegiatan (Renja | Program dan Kegiatan Tingkat Capaian
Kode dan (Outcome)/Kegiatan P kat) D. h Tah 2026 J d Triwulan II (s.d Realisasi Target
Program/Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan erangkat) Daerah Tahun ( ) s/ Jawuan (s- Renstra (%)
g g P &l Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
3130 2.01 3 2.01 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha
yang Difasilitasi dalam 20 10 50,00%
Pameran Dagang Lokal
20
3|30 PROGRAM
STANDARDISASI DAN . o
PERLINDUNGAN Persentase Tertib Ukur 91,00 23,4 25,71%
KONSUMEN
3130 2.01 Pelaksanaan Metrologi Persentase Pengawasan
Legal, Berupa Tera, Tera | Alat UTTP, BDKT, dan SI 91,50 26,3 28,74%
Ulang, dan Pengawasan
3130 2.01 Pengawasan/Penyuluhan | Jumlah Pelaku Usaha di
Metrologi Legal Bidang Metrologi Legal 70 10 14,29%
yang Dibina
3|30 PROGRAM Persentase Promosi
PENGGUNAAN DAN Produk Lokal yang 0
PEMASARAN PRODUK difasilitasi/dilaksanakan 4,76 0 0,00%
DALAM NEGERI
3|30 2.01 Pelaksanaan Promosi, Persentase Pelaku
Pemasaran dan Usaha y.ang difasilitasi 100 0 0,00%
Peningkatan Penggunaan | Promosi dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

Pemerintahan Daerah Program 3 Target Program dan Kegiatan (Renja | Program dan Kegiatan Tingl.{at .Capaian
L dan. (Outcome)/Kegla.tan Perangkat) Daerah Tahun (2026) s/d Triwulan II (s.d et
Program /Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan 3 Renstra (%)
g e Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
3130 2.01 Pelaksanaan Promosi Jumlah UMKM yang
Penggunaan Produk memperoleh fasilitasi
Dalam Negeri di Tingkat | Promosi Penggunaan 5 0 0,00%
Kabupaten/Kota Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten/Kota
3|31 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN
3130 2.01 Pelaksanaan Metrologi Persentase Pengawasan
Legal, Berupa Tera, Tera | Alat UTTP, BDKT, dan SI 91,50 26,3 28,74%
Ulang, dan Pengawasan
3130 2.01 Pengawasan/Penyuluhan | Jumlah Pelaku Usaha di
Metrologi Legal Bidang Metrologi Legal 70 10 14,29%
yang Dibina
3|30 PROGRAM Persentase Promosi
PENGGUNAAN DAN Produk Lokal yang
PEMASARAN PRODUK difasilitasi/dilaksanakan 4,76 0 0,00%
DALAM NEGERI
3130 2.01 Pelaksanaan Promosi, Persentase Pelaku
Pemasaran dan Usaha y.ang difasilitasi 100 0 0,00%
Peningkatan Penggunaan | Promosi dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

Pemerintahan Daerah Program 3 Target Program dan Kegiatan (Renja | Program dan Kegiatan Tingl.{at .Capaian
L dan. (Outcome)/Kegla.tan Perangkat) Daerah Tahun (2026) s/d Triwulan II (s.d et
Program /Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan 3 Renstra (%)
g e Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
3130 2.01 Pelaksanaan Promosi Jumlah UMKM yang
Penggunaan Produk memperoleh fasilitasi
Dalam Negeri di Tingkat | Promosi Penggunaan 5 0 0,00%
Kabupaten/Kota Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten/Kota
3|31 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN
331 PROGRAM Persentase
PERENCANAAN DAN Pertumbuhan Industri o
PEMBANGUNAN Kecil dan Menegah >8,00 21,3 36,72%
INDUSTRI
3|31 2.01 2.01 Penyusunan dan Evaluasi | Persentase Peningkatan
Rencana Pembangunan | Jumlah Tenaga Kerja 65,00 25 38,46%
Industri Kabupaten/Kota | IKM
3131 2.01 1 2.01 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen
Pembangunan Industri Rencana Pembangunan 1 0 0,00%
Kabupaten/Kota Industri
3131 2.01 3 2.01 Koordinasi, Sinkronisasi, | Jumlah Dokumen Hasil
dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi,
Pembangunan Sumber dan pelaksanaan 1 0 0,00%
Daya Industri Pembangunan Sumber
Daya Industri
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja
Program

Target Program dan Kegiatan (Renja

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan

Tingkat Capaian

Kode Program/lg:;iatan/SUb (O(u?:;:;”/lg)l{ f‘;’{g:;::; n Perangkat) Daerah Tahun (2026) s‘{' :lirti:;;:nzg 2556,;1 Rel::::::: :;Z,?et
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
31312 |201 2.01 Koordinasi, Sinkronisasi, | Jumlah Dokumen Hasil
dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi,
Pembangunan Sarana dan Pelaksanaan 1 1 100,00%
dan Prasarana Industri Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri
3131(2 |201 2.01 Koordinasi, Sinkronisasi, | Jumlah Dokumen Hasil
dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi,
Pemberdayaan Industri dan Pelaksanaan _ 1 1 100,00%
dan Peran Serta Pemberdayaan Industri
Masyarakat dan Peran Serta
Masyarakat
3|31 2.01 Pelaksanaan Jumlah objek
pengawasan Jaminan pengawasan jaminan
Produk Halal (JPH) di produk halal yang dapat
level Kabupaten/Kota diawasi - Jumlah 5 0 0,00%
program pengawasan
Jaminan produk halal
yang dapat
diimplementasikan
3314 PROGRAM Tingkat Ketersediaan
PENGELOLAAN SISTEM Informasi Industri 40,00 0 0,00%

INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL

secara lengkap dan
terkini
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

Pemerintahan Daerah Program q . a Tingkat Capaian
Kode dan (Outcome)/Kegiatan Target Program dan Kegiatan (Renja Progran'{ dan Kegiatan Realisasi Target
q . Perangkat) Daerah Tahun (2026) s/d Triwulan II (s.d
Program/Kegiatan/Sub | (Output) /Sub Kegiatan 3 Renstra (%)
g Juni tahun 2026)
Kegiatan (Sub Output)
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
3(31(4 |201 2.01 Penyediaan Informasi Persentase Kepatuhan
Industri untuk Informasi | Pelaku Usaha Industri
Industri untuk 1UI, IPUI, dalam Pelaporan pada 0
IUKI dan IPKI SlINas 40,00 0 0,00%
Kewenangan
Kabupaten/Kota
313114 |201 2.01 Pemantauan dan Jumlah Dokumen Hasil
Evaluasi Kepatuhan Pemantauan dan
Perusahaan Industri dan | Evaluasi Kepatuhan
Perusahaan Kawasan Perusahaan Industri dan
Industri Lingkup Perusahaan Kawasan 1 0 0,00%

Kabupaten/Kota dalam
Penyampaian Data ke
SlINas

Industri Lingkup
Kabupaten/Kota dalam
Penyampaian Data ke
SlINas

UPTD METROLOGI LEGAL

3 URUSAN
PEMERINTAHAN PILIHAN

3|30 URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERDAGANGAN

3 URUSAN

PEMERINTAHAN PILIHAN
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URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERDAGANGAN

3|130|6 |201 6 |2.01 Pelaksanaan Metrologi Persentase Pelayanan
Legal, Berupa Tera, Tera | Tera, Tera Ulang 100 100 100,00%
Ulang, dan Pengawasan
3/30(6 |2.01 1 6 | 2.01 | 1| Pelaksanaan Metrologi Jumlah Alat Ukur, Alat

Legal, Berupa Tera, Tera | Takar, Alat Tlmbang,.dan 10000 376 8,76%
Ulang Alat Perlengkapan Ditera
Ulang
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas-
tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,
merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan
dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian
daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikut Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagai berikut :
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TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM

Target Kinerja Capaian Renstra Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Catat
No Indikator Tahun 2025 Renstra Tahun 2026 TW I atatan
Analisis

Satuan Volume Satuan Volume
1 2 3 4 5 6 7

Realisasi

. : Tahunan
1 | Rasio PDRB Industri Pengolahan Persen 57,01 sumber BPS
Kota Batam

Realisasi

) Pertumbuhan Ekonomi Sektor Persen 395 Tahunan
Perdagangan (PDRB) ¢ sumber BPS
Kota Batam

Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Realisasi

3 P 37,88 P 21,10

Menengah pada Level Kab/Kota ersen ! ersen ! Tahunan

4 | Tingkat Inflasi Persen 2,78 Persen 3,13 ieellseet

Tahunan

5 Indfzks Kepuasan Masyarakat di Dinas Persen 92,98 Persen 46,41 Realisasi

Perindustrian dan Perdagangan Tahunan
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan,
membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan  kebijakan  teknis pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian
daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mempunyai fungsi :
a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan,

Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian,

Energi dan Sumber Daya Mineral,

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib

Niaga, Bidang PerindustrianEnergi dan Sumber Daya

Mineral;

c) Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perdagangan,

Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian,

Energi dan Sumber Daya Mineral;

d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan

Dinas;

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperlihatkan
unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

e Kekuatan (Strengths)
1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas

3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
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A

Tersedianya sarana kerja yang memadai
Adanya komitmen pimpinan
Tersedianya dana penunjang

Kelemahan (weaknesses)

. Rendahnya motivasi kerja aparatur

. Rendahnya kemampuan professional aparatur di

bidang Industri dan Perdagangan

3. Tidak meratanya beban kerja

4. Masih lemahnya pelaksanaan  sistem monitoring

dan pengendalian

. Belum efektifnya pelaksanaan  sistem dan

mekanisme koordinasi
Pejabat  struktural belum seluruhnya sesuai
dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperlihatkan

peluang dan tantangan sebagai berikut:

1.

Peluang (Opportunity)
Letak geografis yang strategis

2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih

3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan
stake holder lainnya

Tantangan (threat)-

. Tidak konsistensinya penerapan regulasi

. Belum adanya rencana umum Pembangunan dibidang

Perindustrian dan Perdagangan yang baik

3. Adanya Badan Pengelolaan Pulau Batam

Adanya tuntutan perencanaan bidang perdagangan

dan perindsutrian yang berkualitas

. Adanya kekayaan potensi industry dan perdagangan

yang belum tergarap secara maksimal
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Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, Kota Batam adalah sebagai

berikut :

» Sektor Perindustrian

Kurang berkembangnya Industri Hilir

Belum optimalnya pola kemitraan antara
produsen/pemasok bahan baku dengan pengusaha
industri hilir

Kurang berkembangnya industri sekunder dan pusat
pertumbuhan Agroindustri dan Agrokimia.

Belum optimalnya industri logam untuk mendukung
pembuatan mesin/peralatan pabrik yang menunjang
Agroindustri terutama Agro Industri kecil dan rumah
tangga.

Belum berkembangnya industri barang modal yang
mendukung  pengembangan  sarana  prasarana
produksi dan distribusi.

Belum berkembangnya industri penunjang,
khususnya industri komponen untuk tujuan ekspor
serta perusahaan-perusahaan rekayasa.

Masih rendahnya produktifitas industri terutama
industri dalam negeri yang menghasilkan produk

bernilai tambah.

» Sektor Perdagangan Dalam Negeri

Belum berkembangnya sistem perdagangan barang
dan jasa yang terintegrasi dengan perdagangan lokal,
regional dan global.

Belum mantapnya sistem dan mekanisme distribusi
barang, terutama kebutuhan pokok dan barang
penting lainnya.

Masih Tingginya ketergantungan terhadap daerah
produsen dan produk impor untuk pemenuhan
kebutuhan sembako di Kota Batam.

Produk import yang belum dapat memenuhi

kebutuhan kota Batam dan menekan harga di pasar.
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- Masih terbatasnya peralatan pendukung
kemetrologian dalam rangka tera ulang UTTP.
» Sektor Perdagangan Luar Negeri
» Rendahnya daya saing produk ekspor yang berbasis
sumberdaya lokal
» Terbatasnya informasi dan promosi produk ekspor.
» Belum optimalnya kerjasama ekonomi sub regional
dan perdagangan lintas batas
Secara khusus permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Perndustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah:

1. Struktur Industri yang tidak seimbang, dimana industri yang
berkembang adalah Industri yang bersifat Footloose Industry
dan minim keterkaitan dengan Sumber Daya Lokal.

2. Terbatasnya daya dukung Industri Kecil dan Menengah,
karena industri yang berkembang bukan dengan Pola Industri
Satelit atau saling terkait.

3. Belum tersedianya Infrastruktur Pendukung Pengembangan
dan Penelitian Industri. Kawasan Industri Kecil khususnya
industri yang berbasis Sumber Daya Kelautan ( Maritime)
Batam potensial dikembangkan Industri berbasis Maritim
mengingat Batam merupakan Daerah Kepulauan.

4. Terbatasnya Fasilitasi Ekspor bagi IKM.

5. Belum berkembangnya Industri Rumah Tangga di daerah
Hinterland, sehingga barang hasil industri tersebut belum
memenuhi mutu untuk diekspor.

6. Belum tersedianya sarana dan prasarana di dalam
meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan.

7. Peraturan dibidang eksport dan import yang belum jelas pada
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bekas Batam
Bintan Karimun

Sebagai Daerah Industri dan Perdagangan Kota Batam
diharapkan mempunyai struktur industri yang kokoh dan
seimbang, berdaya saing tinggi dengan bertumpu pada sumber
daya manusia industrial dan niaga yang berkualitas. Masyarakat

Batam diorientasikan mampu menciptakan dan memanfaatkan
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peluang pada kondisi global sehingga mampu bersaing baik di

pasar dalam maupun luar negeri.

Sebagai  penggerak utama = pertumbuhan = ekonomi,

pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan di Kota Batam

diarahkan pada rencana strategis, yaitu:

1.

10.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industrial dan
Niaga yang tangguh melalui rekayasa sosial dan teknologi,
secara struktural maupun kultural dengan pendekatan
partisipatif.

Penciptaan iklim usaha dan persaingan yang sehat, melalui
peletakan landasan hukum dan peraturan yang konsisten
dalam pengaturan, pembinaan serta pengembangan Industri
dan Perdagangan.

Pengembangan Industri yang berorientasi ekspor dan
berdaya saing

Pendayagunaan secara optimal potensi Sumber Daya Lokal

Pengembangan Industri dan Dagang Kecil Menengah
termasuk industri rumah tangga yang berbasis ekonomi
rakyat.

Pengembangan energi alternatif sebagai sumber energi
terbarukan untuk wilayah hinterland dan tersedianya pilihan
bahan bakar selain dari minyak bumi seperti gas dll;

Pengembangan  sistem = pendukung usaha  melalui
penyediaan infrastruktur, fasilitas dan kemudahan perizinan
di sektor industri dan perdagangan.

Pengembangan sistem informasi dan promosi peluang
usaha dan potensi investasi industri dan perdagangan
melaui peningkatan akses teknologi, akses permodalan, dan
akses pasar.

Peningkatan koordinasi pengaturan, pembinaan dan
pengembangan bersama instansi dan lembaga swadaya
masyarakat lainnya yang bersifat aliansi strategis untuk
mempercepat laju pertumbuhan sektor industri dan
perdagangan secara adil dan berkesinambungan.

Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan

universitas untuk mencari Inovasi Baru bagi Industri Kecil
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dan Menengah serta penyediaan tenaga terampil sesuai

dengan kebutuhan industri yang ada.
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BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan  Kota Batam pada Tahun 2026
didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun
berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026. Program dan
Kegiatan serta Subkegiatan  yang  mengalami perubahan

(penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Sub Kegiatan :
a.l) Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

b. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual
Langsung Minum di Tempat
Sub Kegiatan :
a.l) Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol Golongan B dan C

c. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal ( bagi Daerah
Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit
Surat Keterangan Asal
Sub Kegiatan :
a.l) Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

d. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal ( bagi Daerah
Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit
Surat Keterangan Asal
Sub Kegiatan :
a.l) Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan

Sub Kegiatan :
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a.l) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Masyrakat di Wilayah Kerjanya
Sub Kegiatan :
a.l) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting
Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok barang kebutuhan pokok dan
barang penting tingkat pasar kabupaten/kota
Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang
Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera tera ulang dan
pengawasan.
Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera
- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- Program Pengembangan Ekspor
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang
dan Misi Dagang bagi produk Ekspor unggulan yang terdapat pada 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
- Pameran Dagang Lokal
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industry
[UI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
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Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam

penyampaian data ke SIINas

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya Industri
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri
Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan
Peran Serta Masyarakat
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum Kantor
d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
-  Pengadaan Mebel

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Adapun rekapitulasi Rencana Kerja dan pendanaan Perubahan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2026
sebagaimana tabel 3.1 Rencana Kerja perubahan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dibawah ini
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Tabel 3.1 Rincian Program Kegiatan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2026

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE DRSNS FIROERAY 5 KEGIATAN / SUB PERIODE Al TARGET RENJA H(SHOLIIOLS DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN/ KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 RKPD PERUBAHAN 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 26.696.166.628,73 26.573.217.096,00 25.100.688.840,00 -1.595.477.788,73 26.793.268.980,00
3 URUSAN PEMERINTAHAN 26.696.166.628,73 26.573.217.096,00 25.100.688.840,00 -1.595.477.788,73 26.793.268.980,00
PILIHAN
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN 23.319.083.578,73 23.861.099.096,00 22.610.476.140,00 -708.607.438,73 24.193.268.980,00
BIDANG PERDAGANGAN
1. 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN Persentase Izin Usaha 100 Persen | 100 Persen 53.636.000,00 43.443.600,00 7.947.000,00 96.364.000,00 150.000.000,00
DAN PENDAFTARAN Perdagangan yang
PERUSAHAAN Difasilitasi
- - - - - - - 53.636.000,00 43.443.600,00 7.947.000,00 - - - - - 150.000.000,00 | -
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar - - - 21.654.000,00 13.925.200,00 0,00 -21.654.000,00 Melanjutkan hilirisasi | - Pelaku Usaha 50.000.000,00 | DINAS
Gudang dan - PERINDUSTRIAN
mengembangkan DAN
industri berbasis PERDAGANGAN
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Jumlah Dokumen Tanda 10 0 Dokumen 21.654.000,00 13.925.200,00 0,00 -21.654.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 50.000.000,00 | DINAS
Daftar Gudang Dokumen Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
Semua Kel/Desa industri berbasis PERDAGANGAN
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha | - - - 21.654.000,00 20.207.400,00 0,00 -21.654.000,00 Melanjutkan hilirisasi | - Pelaku Usaha 50.000.000,00 | DINAS
Perdagangan Minuman dan - PERINDUSTRIAN
Beralkohol Golongan B dan mengembangkan DAN
C untuk Pengecer dan industri berbasis PERDAGANGAN
Penjual Langsung Minum di sumber daya alam
Tempat untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
Jumlah Surat Izin Usaha 10 0 Dokumen 21.654.000,00 20.207.400,00 0,00 -21.654.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 50.000.000,00 | DINAS
Perdagangan untuk Dokumen Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Pengecer dan Penjual Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
Langsung Minuman Semua Kel/Desa industri berbasis PERDAGANGAN
Beralkohol Golongan B dan sumber daya alam
C yang Diterbitkan Melalui untuk meningkatkan
Sistem Pelayanan Perizinan nilai tambah di dalam
Berusaha Terintegrasi negeri.
Secara Elektronik
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan | Persentase penerbitan SKA 100 Persen | 100 Persen 10.328.000,00 9.311.000,00 7.947.000,00 -2.381.000,00 Melanjutkan hilirisasi | - Pelaku Usaha 50.000.000,00 [ DINAS
Asal (bagi Daerah yang tepat waktu dan - PERINDUSTRIAN
Kabupaten/Kota yang Telah mengembangkan DAN
Ditetapkan sebagai Instansi industri berbasis PERDAGANGAN
Penerbit Surat Keterangan sumber daya alam
Asal) untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
Jumlah Dokumen Penerbitan 9500 8700 10.328.000,00 9.311.000,00 7.947.000,00 -2.381.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 50.000.000,00 | DINAS
Surat Keterangan Asal Dokumen Dokumen Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
Semua Kel/Desa industri berbasis PERDAGANGAN
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
2. 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN | Persentase Sarana 21.15 21,15 642.138.898,00 605.075.098,00 645.642.096,00 457.861.102,00 1.100.000.000,00
SARANA DISTRIBUSI Distribusi Perdagangan 50.94 Persen
PERDAGANGAN yang di tingkatkan Persen
kualitasnya %
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Cakupan Sarana distribusi 100 Persen | 100 Persen 499.955.898,00 499.955.898,00 589.272.896,00 89.316.998,00 Melanjutkan hilirisasi | - - 1.000.000.000,00 | DINAS
Pengelolaan Sarana yang seharusnya dibangun 30.00 30.00 dan - PERINDUSTRIAN
Distribusi Perdagangan dan atau di pelihara Persen Persen mengembangkan DAN
Persentase Peningkatan industri berbasis PERDAGANGAN
Sarana Distribusi sumber daya alam
Perdagangan yang untuk meningkatkan
terfasilitasi nilai tambah di dalam
negeri.
3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah Fasilitasi 7 Unit 7 Unit 499.955.898,00 499.955.898,00 589.272.896,00 89.316.998,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 1.000.000.000,00 | DINAS
Pengelolaan Sarana Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Distribusi Perdagangan Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
Semua Kel/Desa industri berbasis PERDAGANGAN
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Jumlah Pembinaan 17.78 17.78 142.183.000,00 105.119.200,00 56.369.200,00 -85.813.800,00 Melanjutkan hilirisasi | - - 100.000.000,00 | DINAS
Pengelola Sarana Distribusi Pengelola/ Pedagang sarana Persen Persen dan - PERINDUSTRIAN
Perdagangan Masyarakat di | distribusi perdagangan 2 Kali/Kegi | 2 Kali/Kegi mengembangkan DAN
Wilayah Kerjanya Persentase Pengelola Pasar atan atan industri berbasis PERDAGANGAN
yang dilakukan Pembinaan sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 1 Dokumen 142.183.000,00 105.119.200,00 56.369.200,00 -85.813.800,00 | - PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 100.000.000,00 | DINAS
Pembinaan dan ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Pengendalian kepada (PAD) mengembangkan DAN
Pengelola Sarana Distribusi industri berbasis PERDAGANGAN
Perdagangan sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3. 3.30.04 PROGRAM STABILISASI Persentase Stabilitas 100 76.67 3.445.383.305,00 2.949.343.305,00 2.949.343.305,00 5.263.211.200,00 8.708.594.505,00
HARGA BARANG Harga Barang Kebutuhan 76.67 % Persen
KEBUTUHAN POKOK DAN | Pokok dan Barang Penting Persen
BARANG PENTING
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Persentase Jumlah barang 100 Persen | 100 Persen 3.445.383.305,00 2.949.343.305,00 2.949.343.305,00 -496.040.000,00 Melanjutkan hilirisasi | - - 8.708.594.505,00 | DINAS
Stok Barang Kebutuhan dan harga yang disurvei 91.67 91.67 dan - PERINDUSTRIAN
Pokok dan Barang Penting di | Persentase Ketersediaan Persen Persen mengembangkan DAN

Tingkat Pasar Barang Kebutuhan Pokok industri berbasis PERDAGANGAN
Kabupaten/Kota dan Barang Penting sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Renja Perubahan Disperindag Kota Batam Tahun 20262 Hal. IlI-5




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE LIRISAN J AROEIRAN KEGIATAN / SUB PERIODE Gl TARGET RENJA NEROIEOLS D
OUTCOME / KEGIATAN/ KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 RKPD PERUBAHAN 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan 2 Laporan 2 Laporan 3.445.383.305,00 2.949.343.305,00 2.949.343.305,00 -496.040.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 8.708.594.505,00 | DINAS
Pelaksanaan Operasi Pasar Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Reguler dan Pasar Khusus Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
yang Berdampak dalam 1 Semua Kel/Desa industri berbasis PERDAGANGAN
(Satu) Kabupaten/Kota sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
4. 3.30.05 PROGRAM Nilai Ekspor 1000 USD | 1100 USD 310.240.200,00 310.240.200,00 281.796.450,00 -160.240.200,00 150.000.000,00
PENGEMBANGAN (Juta) (Juta
EKSPOR
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Persentase Pelaku Usaha 100 Persen | 100 % 310.240.200,00 310.240.200,00 281.796.450,00 -28.443.750,00 Melanjutkan hilirisasi | - 150.000.000,00 [ DINAS
Dagang Melalui Pameran berorientasi ekspor yang di dan - PERINDUSTRIAN
Dagang dan Misi Dagang Promosikan mengembangkan DAN
bagi Produk Ekspor industri berbasis PERDAGANGAN
Unggulan yang Terdapat sumber daya alam
pada 1 (Satu) Daerah untuk meningkatkan
Kabupaten/Kota nilai tambah di dalam
negeri.
3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal
Jumlah Pelaku Usaha yang 20 Pelaku 20 Pelaku 310.240.200,00 310.240.200,00 281.796.450,00 -28.443.750,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 150.000.000,00 | DINAS
Difasilitasi dalam Pameran Usaha Usaha Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Dagang Lokal Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
Semua Kel/Desa industri berbasis PERDAGANGAN
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
5. 3.30.06 PROGRAM Persentase Tertib Ukur 91.00 91.00 647.977.900,00 746.628.200,00 718.909.200,00 452.022.100,00 1.100.000.000,00
STANDARDISASI DAN Persen Persen
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Persentase Pelayanan Tera, 91.00 100 Persen 647.977.900,00 746.628.200,00 718.909.200,00 70.931.300,00 Melanjutkan hilirisasi | - 1.100.000.000,00 | DINAS
Legal, Berupa Tera, Tera Tera Ulang Persen 91.00 dan - PERINDUSTRIAN
Ulang, dan Pengawasan Persentase Pengawasan Alat Persen mengembangkan DAN
UTTP, BDKT, dan SI industri berbasis PERDAGANGAN
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
Jumlah Pelaku Usaha di 100 Orang | 100 Orang 151.743.900,00 126.882.900,00 99.163.900,00 -52.580.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 100.000.000,00 [ DINAS
Bidang Metrologi Legal yang Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Dibina Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
Semua Kel/Desa industri berbasis PERDAGANGAN
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
6. 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN | Persentase Promosi 20 Persen | 4,76 % 80.074.400,00 80.524.400,00 38.524.400,00 69.925.600,00 150.000.000,00
DAN PEMASARAN Produk Lokal yang
PRODUK DALAM NEGERI difasilitasi/dilaksanakan
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Persentase Pelaku Usaha - 100 % 80.074.400,00 80.524.400,00 38.524.400,00 -41.550.000,00 - - 150.000.000,00 [ DINAS
Pemasaran dan Peningkatan | yang difasilitasi Promosi dan - PERINDUSTRIAN
Penggunaan Produk Dalam Pemasaran DAN
Negeri PERDAGANGAN
3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah UMKM yang - 5 UMKM 80.074.400,00 80.524.400,00 38.524.400,00 -41.550.000,00 | - PENDAPATAN - - 150.000.000,00 [ DINAS
memperoleh fasilitasi ASLI DAERAH - PERINDUSTRIAN
Promosi Penggunaan Produk (PAD) DAN
Dalam Negeri di Tingkat PERDAGANGAN
Kabupaten/Kota
7. 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP PD 70-80 73.73 18.139.632.875,73 19.125.844.293,00 17.968.313.689,00 -5.304.958.400,73 12.834.674.475,00
URUSAN PEMERINTAHAN | Indeks Pelayanan 85-95 92.82 Nilai
DAERAH Kesekretariatan PD Angka Nilai
KABUPATEN/KOTA Angka
3.31.01.2.01 Perencanaan, Persentase dokumen 100 Persen | 100 Persen 10.964.800,00 11.084.800,00 8.204.800,00 -2.760.000,00 Memperkuat - 50.000.000,00 | DINAS
Penganggaran, dan Evaluasi | perencanaan, penganggaran, reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi yang tersusun hukum dan birokrasi, DAN
sesuai dengan tahapan dan serta memperkuat PERDAGANGAN
waktu pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 9.373.400,00 9.493.400,00 6.613.400,00 -2.760.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 25.000.000,00 [ DINAS
Perencanaan Perangkat Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Daerah Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi 2 Laporan 2 Laporan 1.591.400,00 1.591.400,00 1.591.400,00 0,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 25.000.000,00 | DINAS
Kinerja Perangkat Daerah Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Administrasi 100 % 100 % 15.593.578.018,85 16.708.176.875,00 15.777.706.447,00 184.128.428,15 Memperkuat - 10.703.409.078,00 | DINAS
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen | 100 Persen reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
yang terpenubhi hukum dan birokrasi, DAN
Persentase pegawai yang serta memperkuat PERDAGANGAN
menerima layanan pencegahan dan
administrasi keuangan pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang 99 Orang/b | 99 Orang/b 15.492.498.018,85 16.621.196.875,00 15.690.726.447,00 198.228.428,15 | Semua PENDAPATAN Memperkuat - 10.603.409.078,00 | DINAS
Menerima Gaji dan ulan ulan Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Tunjangan ASN Semua (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Kecamatan, DANA ALOKASI | serta memperkuat PERDAGANGAN
Semua Kel/Desa | UMUM (DAU) pencegahan dan
Kota Batam, pemberantasan
Semua korupsi, narkoba,
Kecamatan, judi, dan
Semua Kel/Desa penyeludupan.
3.31.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE LIRISAN J AROEIRAN KEGIATAN / SUB PERIODE Gl TARGET RENJA NEROIEOLS D
OUTCOME / KEGIATAN/ KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 RKPD PERUBAHAN 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 1 Dokumen 101.080.000,00 86.980.000,00 86.980.000,00 -14.100.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 100.000.000,00 | DINAS
Penyediaan Administrasi Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Pelaksanaan Tugas ASN Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Pemenuhan 100 % 100 % 408.174.200,00 483.643.300,00 391.357.300,00 -16.816.900,00 Memperkuat - 350.762.645,00 | DINAS
Perangkat Daerah Pelayanan Umum 100 Persen reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Perkantoran hukum dan birokrasi, DAN
serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 24.803.500,00 28.381.000,00 28.381.000,00 3.577.500,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 3.496.880,00 | DINAS
Instalasi Listrik/Penerangan Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Bangunan Kantor yang Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Disediakan Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 144.178.100,00 216.879.700,00 216.879.700,00 72.701.600,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 126.765.060,00 | DINAS
Perlengkapan Kantor yang Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Disediakan Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 20.928.600,00 35.400.600,00 31.650.600,00 10.722.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 11.013.705,00 | DINAS
Kantor yang Disediakan Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 1 Paket 1 Paket 22.038.400,00 26.818.400,00 22.349.400,00 311.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 22.100.000,00 [ DINAS
Cetakan dan Penggandaan Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
yang Disediakan Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan 2 Dokumen | 2 Dokumen 7.881.600,00 7.881.600,00 7.881.600,00 0,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 7.200.000,00 | DINAS
Bacaan dan Peraturan Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Perundang-Undangan yang Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Disediakan Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 20 Laporan | 20 Laporan 188.344.000,00 168.282.000,00 84.215.000,00 -104.129.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 180.187.000,00 | DINAS
Penyelenggaraan Rapat Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
SKPD Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase realisasi 100 % 100 % 810.343.000,00 1.126.295.600,00 1.087.672.600,00 277.329.600,00 Memperkuat - 158.015.812,00 | DINAS
Daerah Penunjang Urusan pengadaan barang milik 100 Persen reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Pemerintah Daerah daerah sesuai rencana hukum dan birokrasi, DAN
kebutuhan serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan 1 Unit 1 Unit 484.095.000,00 634.886.000,00 634.886.000,00 150.791.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 0,00 | DINAS
Perorangan Dinas atau Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
yang Disediakan Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 6 Unit 6 Unit 143.347.000,00 263.123.600,00 259.500.600,00 116.153.600,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 54.697.781,00 | DINAS
Disediakan Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan 11 Unit 11 Unit 182.901.000,00 228.286.000,00 193.286.000,00 10.385.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 103.318.031,00 | DINAS
Mesin Lainnya yang Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Disediakan Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG EARSED REALISASI FRANIRAAN TAHUN 2027 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE LIRISAN J AROEIRAN KEGIATAN / SUB PERIODE Gl TARGET RENJA NEROIEOLS D
OUTCOME / KEGIATAN/ KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 RKPD PERUBAHAN 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang | Persentase Kebutuhan Jasa 100 % 100 % 946.432.856,88 393.303.718,00 309.812.542,00 -636.620.314,88 Memperkuat - 1.314.386.940,00 | DINAS
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Daerah Pemerintah Daerah yang hukum dan birokrasi, DAN
terpenuhi serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan | 12 Laporan 946.432.856,88 393.303.718,00 309.812.542,00 -636.620.314,88 | Kota Batam, PENDAPATAN Memperkuat - 1.314.386.940,00 | DINAS
Jasa Pelayanan Umum Semua ASLI DAERAH reformasi politik, - PERINDUSTRIAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, (PAD) hukum dan birokrasi, DAN
Semua Kel/Desa serta memperkuat PERDAGANGAN
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - 100 % - 370.140.000,00 403.340.000,00 393.560.000,00 23.420.000,00 - - 258.100.000,00 | DINAS
Daerah Penunjang Urusan - PERINDUSTRIAN
Pemerintahan Daerah DAN
PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan 1 Unit 1 Unit 39.880.000,00 43.640.000,00 43.640.000,00 3.760.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN - - 39.780.000,00 | DINAS
Perorangan Dinas atau Semua ASLI DAERAH - PERINDUSTRIAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, (PAD) DAN
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa PERDAGANGAN
dibayarkan Pajaknya
3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 6 Unit 6 Unit 279.910.000,00 309.350.000,00 299.570.000,00 19.660.000,00 | - PENDAPATAN - - 168.960.000,00 | DINAS
Operasional atau Lapangan ASLI DAERAH - PERINDUSTRIAN
yang Dipelihara dan (PAD) DAN
dibayarkan Pajak dan PERDAGANGAN
Perizinannya
3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 72 Unit 72 Unit 50.350.000,00 50.350.000,00 50.350.000,00 0,00 | - PENDAPATAN - - 49.360.000,00 | DINAS
Lainnya yang Dipelihara ASLI DAERAH - PERINDUSTRIAN
(PAD) DAN
PERDAGANGAN
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN 3.377.083.050,00 2.712.118.000,00 2.490.212.700,00 -886.870.350,00 2.600.000.000,00
BIDANG PERINDUSTRIAN
1. 3.31.02 PROGRAM Persentase Pertumbuhan 52.00 58 Persen 3.327.083.050,00 2.661.049.500,00 2.374.395.800,00 -777.083.050,00 2.550.000.000,00
PERENCANAAN DAN Industri Kecil dan Menegah 9.05
PEMBANGUNAN INDUSTRI Persen
%
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Persentase Jumlah IKM yang 60.00 60.00 3.327.083.050,00 2.661.049.500,00 2.374.395.800,00 -952.687.250,00 Melanjutkan hilirisasi | - 2.550.000.000,00 | DINAS
Rencana Pembangunan mendapat Persen Persen dan - PERINDUSTRIAN
Industri Kabupaten/Kota pelatihan/pembinaan 70.00 70.00 mengembangkan DAN
Persentase Peningkatan Persen Persen industri berbasis PERDAGANGAN
Jumlah Tenaga Kerja IKM sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen | 1 Dokumen 100.000.000,00 94.738.000,00 52.169.000,00 -47.831.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 100.000.000,00 | DINAS
Pembangunan Industri Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
Semua Kel/Desa industri berbasis PERDAGANGAN
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 1 Dokumen 500.000.000,00 151.605.950,00 120.821.150,00 -379.178.850,00 | Kota Batam, PENDAPATAN - - 500.000.000,00 | DINAS
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua ASLI DAERAH - PERINDUSTRIAN
pelaksanaan Pembangunan Kecamatan, (PAD) DAN
Sumber Daya Industri Semua Kel/Desa PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 1 Dokumen 50.000.000,00 51.817.800,00 8.534.800,00 -41.465.200,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 50.000.000,00 [ DINAS
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
Sarana dan Prasarana Semua Kel/Desa | DBH CUKAI industri berbasis PERDAGANGAN
Industri HASIL sumber daya alam
TEMBAKAU untuk meningkatkan
(CHT) nilai tambah di dalam
negeri.
3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 1 Dokumen 2.627.083.050,00 2.313.015.750,00 2.142.998.850,00 -484.084.200,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 1.850.000.000,00 | DINAS
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Pelaksanaan Pemberdayaan Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
Industri dan Peran Serta Semua Kel/Desa industri berbasis PERDAGANGAN
Masyarakat sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
- Jumlah objek pengawasan 5 Dokumen | 5 Dokumen 50.000.000,00 49.872.000,00 49.872.000,00 -128.000,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 50.000.000,00 | DINAS
jaminan produk halal yang Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
dapat diawasi - Jumlah Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
program pengawasan Semua Kel/Desa industri berbasis PERDAGANGAN
Jaminan produk halal yang sumber daya alam
dapat diimplementasikan untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.
2. 3.31.04 PROGRAM Tingkat Ketersediaan 35.00 40 Persen 50.000.000,00 51.068.500,00 115.816.900,00 0,00 50.000.000,00
PENGELOLAAN SISTEM Informasi Industri secara Persen
INFORMASI INDUSTRI lengkap dan terkini
NASIONAL
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi - - - 50.000.000,00 51.068.500,00 115.816.900,00 65.816.900,00 - - 50.000.000,00 [ DINAS
Industri untuk Informasi - PERINDUSTRIAN
Industri untuk [UI, IPUI, 1UKI DAN
dan IPKI Kewenangan PERDAGANGAN
Kabupaten/Kota
3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SlINas)
Hal. 111-8
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE WU OISR KEGIATAN / SUB PERIODE GAESIAN TARGET RENJA RELOLAIEOIS DEERA
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
SUB KEGIATAN oPD TAHUN 2024 2025 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 RKPD PERUBAHAN 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen Hasil - 0 Dokumen 0,00 0,00 64.748.400,00 64.748.400,00 | Kota Batam, PENDAPATAN - - 0,00 | DINAS
Fasilitasi Pengumpulan, Semua ASLI DAERAH - PERINDUSTRIAN
Pengolahan dan Analisis Kecamatan, (PAD) DAN
Data Industri, Data Kawasan Semua Kel/Desa | DBH CUKAI PERDAGANGAN
Industri serta Data Lain HASIL
Lingkup Kabupaten/Kota TEMBAKAU
Melalui Sistem Informasi (CHT)
Industri Nasional (SlINas)
3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SlINas
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 1 Dokumen 50.000.000,00 51.068.500,00 51.068.500,00 1.068.500,00 | Kota Batam, PENDAPATAN Melanjutkan hilirisasi | - 50.000.000,00 | DINAS
Pemantauan dan Evaluasi Semua ASLI DAERAH dan - PERINDUSTRIAN
Kepatuhan Perusahaan Kecamatan, (PAD) mengembangkan DAN
Industri dan Perusahaan Semua Kel/Desa industri berbasis PERDAGANGAN
Kawasan Industri Lingkup sumber daya alam
Kabupaten/Kota dalam untuk meningkatkan
Penyampaian Data ke SlINas nilai tambah di dalam
negeri.
UPTD METROLOGI LEGAL 26.696.166.628,73 26.573.217.096,00 25.100.688.840,00 -1.595.477.788,73 26.793.268.980,00
3 URUSAN PEMERINTAHAN 26.696.166.628,73 26.573.217.096,00 25.100.688.840,00 -1.595.477.788,73 26.793.268.980,00
PILIHAN
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN 23.319.083.578,73 23.861.099.096,00 22.610.476.140,00 -708.607.438,73 24.193.268.980,00
BIDANG PERDAGANGAN
1. 3.30.06 PROGRAM Persentase peningkatan 100 91.00 % 647.977.900,00 746.628.200,00 718.909.200,00 452.022.100,00 1.100.000.000,00
STANDARDISASI DAN Tertib Ukur 5.99
PERLINDUNGAN Persen
KONSUMEN %
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Persentase Pelayanan Tera, 95.00 100 Persen 647.977.900,00 746.628.200,00 718.909.200,00 70.931.300,00 - - 1.100.000.000,00 | DINAS
Legal, Berupa Tera, Tera Tera Ulang Persen 91,50 - PERINDUSTRIAN
Ulang, dan Pengawasan Persentase Pengawasan Alat undefined Persen DAN
UTTP, BDKT, dan SI undefined PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, 23000 Unit | 23000 Unit 496.234.000,00 619.745.300,00 619.745.300,00 123.511.300,00 | Kota Batam, PENDAPATAN - - 1.000.000.000,00 | DINAS
Alat Timbang, dan Alat Semua ASLI DAERAH - PERINDUSTRIAN
Perlengkapan Ditera Ulang Kecamatan, (PAD) DAN

Semua Kel/Desa

PERDAGANGAN

JUMLAH

26.696.166.628,73

26.573.217.096,00

25.100.688.840,00

-341.980.602.807,02

26.793.268.980,00
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja
tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2025 -2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi
daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota
Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas  Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan
rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari
anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap
mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara
pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu
diharapkan aparat perencana Kkhususnya Aparatur Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dan lembaga lainya
bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan
dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana

yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana
Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2026,
maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan
ditetapkannya renja ini, maka:
1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
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2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman
pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah
direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat

daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang
dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa
mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber
daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program
dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu,
dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh
masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian
antara rencana dan pelaksanaan program maupun Kkegiatan
diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah
ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas  Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan
pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing
dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen
perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak
terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi

dan penyesuaian sebagaimana mestinya.
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Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman

dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun
2026.

WALI KOTA BATAM

AMSA HMAD
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